PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 3 TAHUN 2005
TENTANG
PENCESAHAN PERSETUWIUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMER NTAH
REPUBLI K | NDONESI A DAN PEMER NTAH
REPUBLI K TAJI KI STAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A
Meni nbang :
a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 28 Cktober 2003 Penerintah Republik

Indonesia telah nenandatangani Persetujuan Perdagangan antara
Penerintah Republik Indonesia dan Penerintah Republik Tajikistan

sebagai hasil perundingan antara Delegasi-del egasi Penerintah
Republ i k I ndonesi a dan Penerintah Republik Taji ki stan;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk nengesahkan
Per set uj uan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang- Uhdang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nonor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
(Lenbaran Negara Tahun 2000 Nonor 185, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
4012) ;

MEMUTUSKAN

Menet apkan :

PERATLRAN PRESI DEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUWIUAN  PERDAGANGAN  ANTARA
PEMER NTAH REPUBLI K | NDONESI A DAN PEMER NTAH REPUBLI K TAJI KI STAN

Pasal 1

Mengesahkan per set uj uan Per dagangan antara Penerintah Republ i k

I ndonesia dan Penerintah Republik Tajikistan, yang telah ditandatangani
Penerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 28 Cktober 2003,
sebagai hasil perundingan antara Del egasi-del egasi Penerintah Republik
I ndonesi a dan Penerintah Republik Tajikistan yang salinan naskah aslinya
dal am bahasa | ndonesia, Tajikistan dan Inggris sebagai mana terlanpir pada
Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang nengetahuinya, nenerintahkan pengundangan Peraturan
Presiden ini dengan penenpat annya dal am Lenbaran Negara Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2005
PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A

Tt d.
D. H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO

O undangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2005

MENTER HWKUM DAN HAK ASAST VANUSI A
REPUBLI K | NDONES| A,

Ttd.
Or. HAMD AWALLD N
LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2005 NCMIR 6

PERSETUWJUAN PERDAGANGAN
ANTARA
PEMER NTAH REPUBLI K | NDONESI A
DAN
PEMER NTAH REPUBLI K TAJI KI STAN

Peneri ntah Republ ik Indonesia dan Penerintah Republik Tajiki stan yang
sel anj ut nya di sebut sebagai "Para P hak";

MEMPERHATI KAN keber hasi | an per kenbangan hubungan ekonom dan
per dagangan.

BERKE Nd NAN unt uk nenper | uas dan nenper kuat | ebi h | anj ut
hubungan ekonom dan per dagangan ant ara kedua negara ber dasar kan
per samaan dan nmanfaat ber sana;

MENYETWIU SEBAGAI BER KUT :
Pasal 1

Para P hak berdasarkan peraturan dan perundang- undangan nasi ng-

nasing akan nenganbil |angkah-langka yang tepat untuk neni ngkatkan,
nenber i kan kenudahan dan nengenbangkan kerjasana ekonom dan perdagangan
antara kedua negara yang stabi| dan berjangka panj ang.

Pasal 2
Para P hak harus saling nmenberikan perlakuan yang sana dal am berbagai hal

yang berkaitan dengan Kkerjasama perdagangan antar negara sesuai dengan
perat uran dan perundang- undangan yang berl| aku di nasi ng- masi ng negar a.



Pasal 3

Ket ent uan- ket entuan pada Pasal 2, bagai nanapun, tidak akan berlaku bagi

penberi an atau kel angsungan unt uk :

1. keunt ungan- keunt ungan dan perlakuan istinewa yang diberikan oleh
salah satu Pihak kepada negara-negara tetangga dengan mnaksud
nenber i kan kenudahan dal am per dagangan per bat asan;

2. keunt ungan- keunt ungan dan perl akuan istimewa sebagai hasil dari suatu
kesat uan kepabeanan dan/ at au zona per dagangan bebas, atau bentuk |ain
dari kerjasana ekonom dan perdagangan dinana salah satu dari Para
P hak tersebut atau kenmungki nan sebagai pi haknya.

Pasal 4

Inmpor dan ekspor terhadap barang-barang dan jasa-jasa harus
di | aksanakan sesuai dengan perat uran dan per undang- undangan yang berl aku di
kedua negara, praktek-praktek perdagangan internasional didasarkan kepada
kontrak-kontrak yang akan disepakati antara perorangan dan badan-badan
hukum kedua negara, sebagai hasil dari kontrak-kontrak dagang tersebut.

Para P hak tidak akan bertanggung jawab atas kewaj i ban- kewaj i ban dari
perorangan atau badan hukum sesuai dengan kontrak-kontrak terakhir yang
di sepakati .

Pasal 5

Senua penbayaran yang tinbul dari Persetujuan ini harus dilakukan
dal am nat a uang yang dapat di pertukarkan dengan bebas secara internasi onal
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di sal ah satu
negara, atau sebal i knya yang secara khusus di setujui ol en Para P hak pada
kont r aknya.

Pasal 6

1. Para Pihak akan nendorong keikutsertaan dari kesatuan ekonom nya
dal am kegi at an- kegi atan peni ngkatan perdagangan seperti paneran-
paneran, penyel enggaraan msi-msi dan semnar-semnar di kedua
negara guna kepenti ngan pengenbangan hubungan- hubungan dagang.

2. Para P hak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berl aku di kedua negara akan nenberikan penbebasan barang-barang
beri kut terhadap bea, pajak dan/atau bea-bea |ai nnya untuk inpor dan

ekspor :

a. Gont oh-contoh dan barang-barang peragaan yang tidak memli ki
nilai dagang;

b. Peral atan dan konponen yang diinpor untuk tujuan perakitan atau

per bai kan, yang mana penyedi aan peral atan dan konponen ter sebut
nel al ui re-ekspor;

C. Barang-barang yang di pergunakan bai k secara pernanen ataupun
senent ar a wakt u unt uk paner an- paner an at aupun
per t unj ukan- pert unj ukan di mana penyedi aan bar ang- bar ang
tersebut nel al ui re-ekspor.

Pasal 7



Cal am hal untuk nenpernudah pel aksanaan dari Persetujuan ini. Para Pihak
nenyetuj ui untuk nenbentuk suatu Komte Bersama yang terdiri dari para
perwaki | an dari kedua Kenenterian yang terkait dari kedua P hak, Tugas dari
Komte Bersana tersebut ternasuk akan :

1. Meni nj au pel aksanaan dari Persetujuan ini;

2. Mencar i peluang untuk peningkatan dan nel akukan  ber bagai
hubungan- hubungan dagang bersama antara Para P hak;

3. Menyanpai kan dan nel akukan studi terhadap berbagai usul an dengan

tujuan untuk penberian masukan bagi Para P hak dalam nenganbi l
| angkah- | angkah guna per kenbangan per dagangan secara di nams.

Komte Bersama ini akan bertenu sekali setahun dan/atau sesuai
permntaan oleh salah satu P hak, secara bergantian di kedua negara
tersebut pada waktu yang di setujui ol eh Para P hak.

Pasal 8

Para P hak akan saling nenberikan perlindungan kekayaan i ntel ekt ual
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di
nasi ng- nasi ng negar a.

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini tidak akan nenghal angi adanya
hak-hak dari salah satu P hak untuk nengenakan penbatasan yang berkaitan
dengan keperluan perlindungan kepentingan-kepentingan nasional, kesehatan
publ i k dan/atau pencegahan penyakit hewan dan tunbuhan ;

Pasal 10

Setiap perselisihan antara Para Pihak nengenai penafsiran atau
pel aksanaan dari Persetujuan ini akan diselesai kan secara damai nel al ui
konsul tasi atau perundi ngan ol eh Para P hak.

Pasal 11

Setiap perbaikan atau perubahan yang telah disetujui Para Pihak akan
ber| aku pada tanggal yang ditentukan ol eh Para A haK

Pasal 12

1. Persetujuan ini akan berl aku pada tanggal nota penberitahuan terakhir
dimana Para P hak saling nenberitahukan bahwa  persyaratan
konstitusi onal nasi ng-nasi ng untuk penber| akuan Persetujuan ini tel ah
di penuhi .

2. Kecuali salah satu P hak telah nenberitahukan kepada P hak |ai nnya
secara tertulis nengenai naksud untuk nengakhiri Persetujuan ini 6
(enan) bulan sebelum berakhirnya periode 5 (lina) tahun, naka
berdasar pertinbangan Persetujuan ini secara otomatis diperpanjang
untuk 5 (lima) tahun dan selanjutnya berlaku perpanj angannya
berturut-turut untuk nmasa 5 (lina) tahun.

3. Perubahan atau berakhirnya Persetujuan ini tidak akan menpengar uhi
berl akunya setiap pengaturan atau kontrak yang telah disepakati



ant ara perorangan dan badan dari kedua negara yang di buat berdasarkan
Per set uj uan ini.

SEBACAI BWKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa
ol eh masi ng- masi ng Penerintah, telah nenandat angani persetuj uan ini.

D buat di Jakarta pada tanggal 28 bul an Cktober 2003, dal am rangkap
dua, dal am Bahasa |ndonesia, Bahasa Tajikistan dan Bahasa Inggris, senua
naskah nemliki kekuatan hukum yang sana. la terdapat perbedaan
penaf siran dari Persetujuan ini, naskah Bahasa Inggris yang akan berl| aku.

UNTWK PEMER NTAH UNTWK PEMER NTAH
REPUBLI K | NDONESI A REPUBLI K TAJI KI STAN
Tt d. Tt d.
RN M SUMRNO SUMND KHAKI M SCLI BV
Menteri Perindustrian dan Menteri Bkonom dan Per dagangan
Per dagangan

TRADE AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVER\MENT CF THE REPUBLI C GF | NDONESI A
AND
THE GOVER\MENT GF THE REPUBLI C GF TAJI KI STAN

The Governnent of the Republic of Indonesia and the Governnent of the
Republ ic of Tajikistan, hereinafter referred to as "the Parties".

NOTTNG wth the satisfaction the successful devel opnent of trade and
economc rel ations, and.

BEING DESROJUS for further expansion and strengthening of trade and
economc relations between the two countries on the basis of equality and
nut ual benefit.

HAVE AGREED AS FALLOAE:
ARTIQE 1

The Parties shall in accordance wth their national |aws and
regul ations take all appropriate neasures to pronote, facilitate and
devel op economc and trade cooperation between the two countries on a | ong
termand stabl e basis.

ARTI CLE 2
The Parties shall grant each other the Mbst Favored Nation Treatnent in all

nmatters regarding trade cooperation between their states in accordance wth
the laws and regul ations in force in each country.



ARTI QLE 3

Provisions of Article 2, however, shall not apply to the grant or

conti nuance of any:

1. Advantages and preferences provided by either Party to the nei ghboring
countries for the purpose of facilitating border trade;

2. Advantages and preferences resulting from a custons union and/or free
trade zone, or other formof trade and economc cooperation to which
any of the Parties is or may beconme a party.

ARTI QLE 4

The inport and export of goods and services shall be carried out in
accordance wth the laws and regulations in force of both countries,
international trade practices based on contracts to be concluded between
the natural and juridical persons, which results from such comercial
contracts.

The Parties shall not bear the responsibility under the obligations
of their natural and juridical persons pursuant to the contracts concl uded
by the latter.

ARTI QLE 5

Al paynent arising under this Agreenent shall be effected in freely
convertible international currency in accordance wth the laws and
regulations in either country, unless, otherw se specifically agreed upon
between Parties to a contract.

ARTI OLE 6

1. The Parties shall encourage the participation of its economc
entities in trade pronotional events such as exhibitions, mssions
and semnars organized in both countries in the interest of
devel opi ng their trade rel ati ons.

2. The Parties shall exenpt in accordance wth the |aw and regul ations
in force in both countries, the followng goods from duties, taxes
and/or other duties upon their inportation and exportati on.

a. Sanpl e and advertising materials which do not have comerci al
val ue;

b. Tool s and conponents inported for assenble or repair purposes,
provi ded that such tools and conponents are re-exported.

C. Goods for pernanent and tenporary fairs and exhibitions

provi ded that such goods are re-exported.
ARTI CLE 7

In order to facilitate the inplenentation of this Agreenent, the
Parties have agreed to establish a Joint Conmttee conprising the
representatives of the wo relevant Mnistries of the two Parties. The
function of the Joint Conrmttee shall include :

1. Reviewing the inplementations of this Agreenent.
2. Examning opportunities of increasing and diversifying nutual trade



relations between the two Parti es;
3. Submtting and studying proposals wth the aim to suggest to the
Parties neasures for dynamc devel opnent of trade.

The Joint Commttee shall neet once a year and/or upon requested by
either Party, alternately in both country at any tine agreed by the
Parti es.

ARTI OLE 8

The Parties shall provide each other intellectual property protection
in accordance wth the laws and regul ations in force in each country.

ARTIALE 9

The provisions of the present Agreenent shall not restrict the rights of
either Party to inpose any restrictions related to the necessity of
protection of national interests, public health and/or prevention of
di seases of aninals and M ants.

ARTI AQLE 10

Aty dispute between the Parties on the interpretation or
inplementation of this Agreenent shall be settled amcably through
consul tations and negotiations by the Parties.

ARTI QLE 11

Any revision or anendnent whi ch has been agreed upon by the
Parties shall cone into effect on such day as wll be determned by the
Parti es.

ARTI QLE 12

1. This Agreenent shall enter into force on the date of |ast
notification by which the Parties notify each other that their
constitutional requirements for the entry into force of this
Agreenent have been fulfilled.

2. Unless either Party has notified the other in witing about its
intention to termnate the present Agreenent 6 (six) nonths prior to
the expiration of the aforesai period of 5 (five) five years. this
Agreenent shall be considered as automatical |y extended for another 5
(five) years and thereafter subject to its prolongation for further
successi ve periods of 5 (five) years each.

3. The revision or termnations of this Agreenent shall not affect the
validity of any arrangenent or contract which have been already
concluded between the natural and juridical persons of the two
countries nade under the present Agreenent.

I N WTNESS WHERECF, the undersigned, duly authorized thereto by their
respecti ve Governnments, have signed this Agreenent.

DONE in duplicate at Jakarta on 28th of Qctober in the year two



thousand and three in the Indonesian, Tajik and English |anguages. all
texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation
of this Agreenent, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT CF FOR THE GOVERNMENT CF
THE REPUBLI C GF | NDONESI A THE REPUWBLI C GF TAJI KI STAN
Ttd. Ttd.
RN M SUVARNO SCEWANDI KHAKI M SCLI BV
Mnister of Industry and Trade Mni ster of Econony and

Tr ade



